T T L w;-“-r-rﬂ'ﬁ-'ﬂ’-".‘. e — — e — ﬂm—g_-ﬂ..'— ——" -
- — g -i.q—p;'
|

] [ E s
o)
. H-—-.. , - R i —— 4
.‘ ‘: ] ,_-4-"-. i 1., ‘ 3 i .;. - 5 .
B . 5’ | \_:1. k p " . l
'('J ; = B 5— 1 &, .II _E‘.
- "‘---"" A BT AR — . — s .

- — - - " _,’_‘I e 9
I.Iv -1- ,.’ ft -'.' b I;. : " L y
4 : .'l"q - // : § / l
4 J..._r' CP-J —

— e — -...‘

- S e ) = gl

Scanned by CamScanner



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami telah
menyelesaikan penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2016-2021. Revisi Rencana Strategis ini disusun berdasarkan hasil rumusan
seluruh personil dan stakeholder dengan mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan
Rencana Strategis menjadi pedoman dalam

Setiap

Tahun 2016-2021. Revisi
merumuskan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra)

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima)

tahun.
Revisi Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan Rencana Program

dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk selama tahun 2016-2021 yang
akan dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan
tugasnya di bidang pengawasan. Revisi Renstra ini dilakukan karena keluarnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti
Nomor 54 Tahun 2010, didalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl
terdapat perubahan sistematika

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,
penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, oleh karena itu Inspektorat

melakukan Revisi terhadap Renstra sesuai dengan perubahan aturan tersebut.
Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan
Revisi Renstra ini serta masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami

mengharapkan masukan dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya, kami berharap semoga Revisi Renstra ini berdampak positif

bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Pesisir Selatan, serta pada
kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
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membantu dalam penyusunan Revisi Renstra Satuan Polist Pamong Proja dan

Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2021,

Kepala Satpolpp dan Darnker
Kabupaten JPesisir Golatan,

DAILIPALY §.5
NIP, 19680805 199009 1 001
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DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir

Selatan
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Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sedangkan perencanaan daerah jangka
menengah di tuangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah(RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya
dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). Penjabaran lebih diteil pada OPD untuk 5 tahunan dituangkan dalam
dokumen renstra dan dijabarkan dalam priode tahunan dalam bentuk renja.
1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021
adalah :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);,

2. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor a7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 423806);

3. Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4421);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438):

6.

J

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

Perubahan Renstra Satpolpp dan Damkar 2016 - 2021
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Nomor 5587),

Negara Republik Indonesia

Tambahan Lembaran
diubah terakhir dengan

sebagaimana telah diubah beberapa kali
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

(Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

(Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

9. Peraturan Pemerintah Nomor
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Negara

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Rancana Pembangunan

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

10.

Pengendalian dan Evaluasi
(Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

11.

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

12.

Nomor 4817);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi

Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

b ___ - .

Perubahan Renstra Satpoipp dan Damkar 2016 - 2021
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NS D Tanntsanan b embaran Nega Reopubiin. indonesia Navivwn

NTRILE A
P4 Beraturan Arenten Datain Negrert Noiiior 1 Lahinn 2000 tentaig Sitanda

NoahifiNant At P aadam hebakaan

T Peratimn Mentern Dalan Negeit Nomar 8 talhan 201010 Tentang

SHANGA Operannnal Pavaedul Satuan Poling Paniang Yhaga,
1o Peratinan Menterr Dalam Negeit Nonwn 40 tahan 200 L ontany

Pedoman Onpanieazt dan 1ata Rega Satuan Folial Pameng (NEIEN
U5 Peraturan Menten Dalam Nepert Nomor do Tahan 2o L entang
Perubahan Ata Peraturan Menten Dalam Negett Nomo as! Lahun 2oon

Tentang  Standar  Pelavanan Ainimal tidang Pemerintahan  Dalam

Nagen di habupaten hota,
18, Peraturan Menten Dalam Negett Republih Indonesia Nomor 8a Lahun
J01T7 tentang lata Cam Perencanaan, Penpendalian dan L valuast
Pembangunan  Daemh, Tata Caa bvaluast Rancangan  Paratuvan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jdangha Paniang Dacrah Dan
Rencana Pembangunan Jangha Menengah Daerah, SQeaerta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Fembangunan Jangha  Menengah  Daeraly, Dan  Rencana RKerja

Pemenntah Dacrah,

19, Peraturan Daerah Nomot Tahun 2008 tentang REPJPD Kabupaten

Pesisir Selata Tahun 2008 — 2028,

20, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJIMD Kab, Pesiau
Selatan Tahun 2016-2021;

21, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerahy;

22 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2010 = 2030,

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang

oy

e

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan

Urain Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran.

Perubahan Renstra Satpolpp dan Damkar 2016 - 2021
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1 Makaud dan Tujuan
Panyusanan Hencana Sitrategis (Renstra) Satuan Polist Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran  Kabupaten  Pasisii Selatan  tahun 2016-2021
dimadsindbhan untuk memberikan landasan kebljakan pembangunan dalam

rangha poncapalan visi Bupati Pesisic Selatan Priode 2016-2021 sebagai

Mentia akuntabilitas pada masa akhic jabatan. Sedangkan tujuan adalah

sebagal pedoman prencanaan kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja

dan Mamadam Kebakaran IKabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Siatematika Penulisan
Parubahan Rencana  Strategis  Satuan  Polisi Pamong  Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasisir Selatan, disusun dengan sistimatika

nobagal borikot

PENDAHULLUAN
1.1, Latar Belakang

BAD |

1.2, Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir

Selatan
2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

Pesisir Selatan

§ BABIll: PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Perubiahan Renstra Satpolpp d.’l}l l-)nx;ll;:ll' 261(: 2(321 i
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Vresrnien by

Pelayanan Satuan  PPolist Pamong  raja dan

Kebakaran
Telaahan Visi, Misi dan Program Kapala Daoraly dan Wakil

Kepala Daarah Tepilih
Prolisl Framiong

Telaahan Kondisli  dan  [Renstia  Hatuan

Praja dan Pemadam Kebakaran |*ropinst fiomiben

lata  Ruang  Wilayah  dae Fajlan

. Telaahan Rencana
Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu - lsu Strategis

TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah tatuan [REIIT]

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten |fosish

Selatan

BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB Vill: PENUTUP

Perubahan Renstra Satpolpp dan Damkar 2016 - 2021

Scanned by CamScanner



BAB I
GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam PP no 6 tahun

2010 pada Bab Ill Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :
terhadap warga

tindakan penertiban Nonyustisial

a. Melakukan
atau badan hukum vyang melakukan

masyarakat, aparatur,
pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
aparatur, atau badan hukum yang

. Menindak warga masyarakat,
mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan

masyarakat.
Melakukan tindakan penyedikan terhadap warga masyarakat, aparatur

atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda

dan / atau Peraturan Kepala Daerah.

. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda
dan / atau Peraturan Kepala Daerah.

Kewenangan Pemadam Kebakaran menurut PP.Satuan Polisi Pamong

Praja tertuang dalam PP no 6 tahun 2010 pada Bab |l Pasal 6 Satuan

Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan dan proteksi,
penyelamatan dan pemadaman kebakaran berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

A. Tugas dan Fungsi
Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan

sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 4 yaitu menegakkan Perda

dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

Perubahan Renstra Satpolpp dan Damkar 2016 - 2021
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sud, Satuan

perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas dimak
Perda,

Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi
pelaksanaan penegakan

Penyusunan program dan

a.
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman magsyarakat

pala

serta perlindungan masyarakat ;
Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Ke

Daerah;
Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum  dan
ketenteraman masyarakat di daerah;

Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat,
Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala
ketenteraman

penyelenggaraan ketertiban

Daerah, umum dan
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik

Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar

mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah;,

g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Sedangkan pemadam kebakaran menyelenggarakan fungsi :
Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemadaman

a.

kebakaran.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas pencegahan dan pemadam

kebakaran dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan

dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Perubahan Renstra Satpolpp dan Damkar 2016 - 2021
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Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi. Tata Kerja dan Uraian Tugas
ja dan Pemadam Kebakaran

Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Pra
asi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pema

Berikut susunan organis dam
Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan :
1. Kepala Satuan membawahi :
2. Sekretans membawahi
e Kasubag Umum dan Kepegawaian
e Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
ban Umum, Ketentraman dan Perlindungan

Kepala Bidang Keterti

Masyarakat membawabhi
Kasi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Obje

K Vital

L
Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kasi Perlindungan Masyarakat
raturan Daerah membawahi

Kepala Bidang Penegakan Pe
Kasi Perundang-Undangan
Kasi Penegakan Perundang-undangan

L]
Kasi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran membawahi
Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran

Kasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Kasi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran

Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

};;I];f;dll;n Renstra Sgtbu-lpp d‘an Damkar 2016 - 2021
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BAGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

KEPALA SATUAN
Eeelon 11t

BLIB BAGIAN UMUM DAN
WEREOAWAIAN
Fuaton IV a

UG BAGIAN FERENGANAAN,
KEUANGAN DAN FELAPOHAN
Eealon (V.8

I

BIDANG KETERTIBAN UMUM.,
KETENTRAMAN, DAN
PERLINDURGAN
MASYARAKAT
Esnlon I11b

BIDANG  PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH
Fselon T1Lb

T

SEKSI OPERASIONAL
PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN OBJEK VITAL
Eselon IV.a

SEKSI PERUNDANO-
UNDANGAN

Esclon IV.n

MASYARAKAT
Eselon IV.a

SFKAIPFNFGAKAN
PERUNDANO -UNDANOGAN
Fsclon IV.a

MIDANG PEMADAM
KERAKARAN
Eselon 11K

BEKSL PENAGOULANGAN
DAN PONYCLAMATAN
KENAKARAN
teelon IV &

BEKSI NARANA DAN
PHASARANA FEMADAN
KEBAKARAN
Csaton1V.a

SEKS l FE"UNDUNGAM

SEKSI PELATIMAN TEKNIS
DAN TINDAK INTE RNAL
Eselon IV.a

ASTARAKA
lldml XV.A

BEKS PENCEGAHAN DAN
PROTEKS! KEBAKARAN
Esalon IV.a

SEKSIKETRTIHAN UMUM
DAN KETENTRAMAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS)
SATUAN

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi
Kebakaran

Pamong Praja dan Pemadam

1. Sumber Daya Manusia

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai
kekuatan personil sebanyak 218 orang, terdiri dari 47 orang ASN dan 171 non
ASN dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

° Pasca Sarjana (S.2) 5 orang

. Sarjana
. SLTA

15 orang

1

198 orang

Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diantaranya
telah mengikuti Pendidikan Dasar PPNS sebanyak 4 orang dan Pendidikan
Dasar Polisi Pamong Praja sebanyak 18 orang.
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Berdasarkan tabel 2 3 ¢ t glhat bahwa
Pemadam Kebakaran umumnya sudah mencapa

harus ditingkatkan karena xsi Satpol PP dan Pemadam
sangat! pentng karena merupakan peran

urusan wapd yang berkaitan

hetentraman, ketertban umu

Pamong Praja

an segi keuangan dapat dilinat
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi

2,
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1. Tantangan
a.  Internal
1) Masih terbatasn
Praja dan Pemadam Kebakaran serta kualitas
aja dan Pemadam Kebakaran itu

ya jumlah Parsonil Satuan Polisi Pamong
dari Personil

Satuan Polisi Pamong Pr

sendiri.
Kurangnya sarana dan prasarana d
kelancaran operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan

alam rangka menunjang

Pemadam Kebakaran.

Minimnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja

Personil serta belum adanya jaminan asuransi personil

Satuan Polisi dan Pemadam Kebakaran.
4) Minimnya pemahaman Perda oleh anggota Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Eksternal
Masih kurangnya sinergi / kerjasama antara Instansi terkait.

Minimnya dukungan dari stakeholder.

Minimnya pendampingan hukum yudikatif.

pengetahuan masyarakat tentang upaya

Minimnya
pencegahan, penyelamatan serta penanganan kebakaran.

Minimnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi

Peraturan Daerah.
Luasnya wilayah dan jauhnya jangkauan operasional.

2. Peluang
a. Pembiayaan sarana prasarana melalui Dana Alokasi Khusus,

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
b. Sumber daya manusia (generasi muda) masih banyak di

wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

l;l'rlll;.lll;;rl RL‘I’IN’(I’:IS;{!])()]])D dan I);nﬁknr 2016-2021
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PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

fungsi

Indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
dan Pemadam

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kebakaran

sir Selatan sebagai bagian Integra!

Pembangunan Kabupaten Pesi
akan

dari pembangunan Regional dan Nasional pada hakekatnya mernup

suatu proses yang bersifat Integral balik dalam tatanan perencanaan.

yang dilakukan secara
ar.

pelaksanaan maupun pengendalian
aan Masyararatl

berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahter

Mengingat ruang lingkupnya yang luas, kegiatan pembangunan tdak
semata — mata menjadi tanggungjawab Pemernntah melainkan harnus
Cleh karena

didukung dan dilakukan oleh seluruh komponen Masyararat
Masyarakat merupakan |

itu, hubungan kemitraan Pemerintah dengan !

perhatian terutama uniu

kunci yang strategis dan harus menjadi fokus

memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan

yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berd

posisi kesejajaran yang bersifat demokrats dan profes

an dinamika keg:a

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan d

tuytan era gict

Masyarakat yang seirama, profesional dengan tun

ate

dan otonomi Daerah, maka kondisi kete

Daerah yang kondusif merupakan suatu kebu

nraman dan ketertiban u

tuhan mendasar bag

seluruh Masyarakat untuk meningkatkan muty kehdupannya Untuy
mewujudkan kondisi umum Daerah yang kondusif tersebut sesua: Genga
kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan nya Satuan Pols

pPamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebaga: perang«al Daera!
mempunyal peranan yang sangat strategis Kepala
ng tentram, tertd, dan

Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang
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teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan
dengan lancar dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan

aman.
Menumbuh kembangkan ketentraman dan ketertiban yang sudah

terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran

serta Masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi melalui :
a. Peningkatan pelayanan Masyarakat, dalam rangka mengantisipasi

dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering

berbenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar
Masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi
berbagai opini yang berbenturan terjadi dalam pelayanan yang
diberikan kepada Masyarakat, disamping periunya dibangun citra
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mabhir,
terampil, bersih dan berwibawa, sebagai pelayan, pelindung,
pengayom, dan pembimbing Masyarakat.

Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis
dan pengawasan terhadap bentuk — bentuk PAM swakarsa sebagai
pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya
masing — masing. Bentuk — bentuk PAM swakarsa ini diharapkan

berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap
gejala yang timbul pada Masyarakat dengan cara mencermati
setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang
bersifat laten dan potensial pada sumbemya melalui upaya — upaya
yang mengutamakan tindakan - tindakan pencegahan dan

penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman melalui

kegiatan sosialisasi, penjagaan, pengawasan, dan patroli serta

kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga

tercipta lingkungan yang aman dan tentram.

];e;uInAl;H_li_(a;;tra Sat;)"fpp dan Damkar 2016 - 2021
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fvaduagy Mol

Dalam melaksanakan tugas  pokok dany fungsi

Pamong  Praja dan  Pemadan Febakatan  d) lapangan

permasalahan-pormasalahian yang msndasian gang tefjall

a  Luasnya wilayah Kabapeten Pessisin fiaslalan Janty

mengakibatkan  kurang  optimal  pelayanan ketatiban dan

keteriban urnum sertia pemadarman kebiakarian

b, Kualitas dan kualitas personil yang kurang rsinacal

Sarana dan prasarana yang yang kuang rmernéadal

Telaahan visi, misi dan program Kepala Dasrah dan wakil

Kepala Daerah terpilih.

Sesuai dengan visi dan misl Fabupaten Pesisir Gelatan yang

tercantum di RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 20162021 yaitn

Visi : Terwujudya Masyarakat Pesisir Sclatan Yang Mandiri, Unggul,

Agamis dan Sejahtera

Mandiri berarti . Berdiri sendiri, yaitu kondigl dimana dacrah dapit

memenuhi  keburuhan  permbangunan  dengian

mendayagunakan potensi yang  dirmnilikl dacrah

secara optimal

Unggul berarti : Mayarakat yang mempunyai kermampuan borivlr

berektualisasi dan memilik kapacitas inovatl dan

kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul

Agamis berarti . masyarakat dapat mempelajari,  memaharm,

melaksanakan  dan mengarnalkan ajaran

agamanyadalam tatanan kehidupan sechar harn

serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat

Sejahtera berarti . Perlu sejumlah  program akselerasi  bisa

medongkrak peningkatan Indeks Pembangunan

Manusia(IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang

T I
Perubahan Renstra Satpolpp dan Damkar 2016 - 2021
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Pendidikan, Resehatan, dan meningkatkan daya
Dl Manyarakat

Sesanglan Misi Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

'
IRENTER R

masyamiat

Manmghathan

Jalam

Malaksanakan refomasi birokrast dengan aparatur yang bersih dan

rangha  peningkatan  pelayanan  kepada

pembangunan  infrastruktur

perekonomian dan

nfrastiuAtur sosial vang terkait dengan sektor.

Mawujuakan

menao!
LRRISE RIS

< NManmghkathan

MDD ND
mangaae

S 1arin
S, N nng

P

el

Rabupaten Pesis

Kehidupan

beragama  yang rukun

toleran dan

mbangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.

produksi  dan  nilai - tambah  dengan  tetap

pankan pembangunan berkelanjutan.

Katkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi
tingkat Kejahatan, knminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.
cranan Satuan Polisi Famong Praja dan Pemadam Kebakaran

ir Selatan dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Pesisir

Selatan tahun 2016-2021 yaitu

Misi
Misi 1

M

birokrasi dengan

aparatur yang bersih

dan responsif dalam
' rangka peningkatan
pelayanan kepada

masyarakat.

lelaksanakan reformasi

Tujuan I ‘Sasaran

Tenvujudnya \ Indek kepuasan

peningkatan akses dan | masyarakat

3 |
kualitas pelayanan 1
|

dasar ‘ \

Perubahan Renstra Satpolpp dan Damka:

2016- 2021
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‘ Misi &
Meningkatkan peran
1 struktur sosial dalam
“rangka mengurangi

| tingkat kejahatan,

- Niminalitas dan
|

Tarwujudnya peran

pemorintah dan struktur

sosial dalam
pengurangan penyakit

masyarakat

Porsentase kasus

perda yang
diselesaikan

% peredaran obat-obat
!
i

terlarang
3.3, Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Menyangkut Satuan
Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan
Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran selain mengaju pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016

s.d 2021 juga berpedoman pada rencana strategis kementerian dalam

negeri khususnya direktorat jenderal bina administrasi kewilayahan pada

program ketertiban dan perlindungan
masyarakat. Terdapat beberapa kegiatan yang dianggap strategis dan
perlu direncanakan serta disinkronisasikan dengan kebutuhan pencapaian

visi dan misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 s.d 2021

pembinaan ketentraman,

diantaranya :
1. Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran harus telah mengacu pada peraturan perundangan
dimana kelembagaan disesuaikan dengan tipe yang didasari
dengan tipologi wilayah;,

Kabupaten sudah harus memiliki Satlinmas yang diberdayakan

dan berkerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

n

perundangan;
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3. Mempunyai prosedur tetap terkait system dan prosedur
operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan
perlindungan masyarakat;

4. Memfasilitasi gerakan tertibdan disiplin nasional dalam rangka
mewujudkan karakter bangsa, yang dalam hal ini akan
menguatkan  peran  struktur  sosial yang peduli  akan

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Menyangkut Satuan

Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Sumbar

Telahaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Sumatera Barat dalam penetapan strategi dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang ditetapkan :

a. Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan

pelanggaran Perda

b. Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak
terkait.

¢. Meningkatkan kordinasi dan konsilidasi, pembinaan dengan

pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat
dan pemadaman kebakaran

d. Melibatkan peran serta berbagai pihak serta meningkatkan

pencegahan pemberatasan maksiat

e. Meningkatkan pelayanan prima, serta perencanaan dan

pengelolaan keuangan yang baik dan meningkatkan program
pembinaan dan pengembangan kopetensi aparatur.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa strategi Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sumatera Barat sangat
berkaitan dengan Stategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
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3.4.

Pesisir Selatan tahun 2010 s.d 2030 be
ruang yang memberikan kes

Selatan sampai ta
berbasis pangan, peningkatan kualitas su

dan mitigasi bencana secara berkelanjuta
dan
berkewajiban penyelenggara
ketentuan yang telah
diselenggarakan s
Pemadam Ke

vertikal lainnya.
Kebakaran mengawasi,

memon

Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan
hidup strategi

turan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten
rtujuan mewujudkan keterpaduan

kat Kabupaten Pesisir
pangan ekonomi
pariwisata

Pera

ejahteraan masyara

hun 2030 melalui konservasi, pengem
mber daya manusia,
n. Satuan Polisi pamong Praja

penegak peraturan daerah
Segala pentuk

an daerah ini

Pemadam Kebakaran sebagai
an peraturan daerah ini.

diperuntukan dan diatur dalam peratur.

ecara maksimal oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan
bakaran dengan perkoordinasi bersama instansi teknis dan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

itoring dan memberikan sanksi administrasi terkait pelanggaran

yang bersifat :
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur

ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;

Pelanggaraan umum peraturan zonasi kawasan lindung dan

kawasan budidaya;
Pemanfaatan ruang tanpa

diterbitkan bersdasarkan RTRW Kabupaten;
manfaatan ruang yang

izin pemanfaatann ruang yang

Pemanfaatan ruang tidak sesuai izin pe

4.
diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

5. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang yang diterbitkan RTRW Kabupaten;

6. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan
yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai
milik umum; dan/atau

ahan Renstra Satpolpp dan Damkar 2016+ 2021 —
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o diperolah dergan Iy

7. Pemanfaatan ruang dengan 1Zin /an

yang tidak benardan/atau tidak sah
P a bprnsr it
Cakupan beban kera yang bersifat  vomprenensif el
srlzarry Yetiav51a0
mengharuskan Satuan Polisi Parmong Praja dan Pernadanm Y etinrsis
yedepan sEnggs

lebih detail dalam menyusun perencaan lirms tahun
Ligarr 1o r‘r‘rf

nantinya dapat mencipatan Satuan Polizi Pamong Praja dan Pernaszn
dalam melaksanakzn

tugan  C4z0

Kebakaran yang lebih maksimal
dengan yebaeradzan

fungsinya. Adapun substansi yang ddapat dikazitkan

RTRW yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut
Meningkatkan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Parmong Praj2

dan Pemadam Kebakaran dengan menambah ruantitzz pere
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadarn ¥ebakaran dan ¥

1.

sumber daya yang dimiliki;
Melibatkan masyarakat secara aktif untuk melakukzn pengawaszn

pemanfaatan ruang dan wilayah dengan mengakomodir dalam bentuk

kesatuan Satlinmas Nagari.
Memperkuat sarana dan prasarana dan SDM pada kawasan strategis

Tujuan penataan ruang wilayah adalah "mewujudkan keterpaduan

ruang yang memberikankesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir
Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi,pengembangan ekonomi
berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia,pariwisata

dan mitigasi bencana secara berkelanjutan "
Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai

berikut :
Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian

a.
sumberdaya alam secaraterpadu dengan provinsi dan Kabupaten
berbatasan;

b. Pengguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi

Taman Nasional KerinciSeblat, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam

Wisata;

2021

Perubahan Renstra Satpolpp dan Darnka?gﬂlﬁ -
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Perubahan Renstra Satpolpp dan Damr016 ” B

er daya alam

ai bentuk pemanfaatan sumb
kesejahteraan

Pengembangan berbag
meningkatkan

yang berbasis konservasiguna

masyarakat;

Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan

wilayah Utara-Selatan;

Peningkatan ~ pemanfaatan potensi ~ sumberdaya alam dan

pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan
pertanian danperikanan dan

sektor perkebunan, perternakan,

pariwisata sesuai daya dukung wilayah;
intensifikasi lahan dan

Peningkatan produktivitas wilayah melalui

modernisasi pertaniandengan pengelolaan yang ramah lingkungan,
an tersier berbasis pangan

Peningkatan sektor ekonomi sekunder d
pernilai ekonomi tinggi,

dan kelautan sesuaikeunggulan kawasan yang
padudan ramah lingkungan;

dikelola secara berhasil guna, ter
k mengelola potensi

Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia untu

sumber daya alam;
Pembangunan kawasan wisata Alamdan laut melalui penetapan

kawasan wisata sebagaikawasan unggulan, dikelola dengan ramah

lingkungan;
Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang perkualitas untuk

pemenuhan hak dasardan dalam rangka pewujudan tujuan penataan

ruang yang berimbang serta mitigasibencana.

Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

Strategi untuk meningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga
kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi

dan Kabupaten berbatasan melalui :
a. Memantapkan fungsi kawasan lindung;
b. Menyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek

hukum danmempertimbangkan kondisi sosial masyarakat;
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€. Mensingkronisasikan fungsi kawasan lindung dengan provinsi
dan Kabupaten yangberbatasan;

Strategi untuk mengguatkan dan memulihkan fungsi kawasan
lindung yang meliputi TamanNasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung
dan Hutan Suaka Alam Wisata adalah 3

a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk

memberikan  kepastianrencana pemanfaatan ruang dan
investasi;

b. Meyusun dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan,
terutama pemulihan fungsiTaman Nasional Kerinci Seblat dan

hutan lindung yang berbasis masyarakat;
C. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian
kerusakan danpencemaran lingkungan ;
d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber
daya Keanekaragamanhayati:
Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional
dalam rangka pemulihanfungsi kawasan lindung terutama
Taman Nasional Kerinci Seblat dan Hutan Lindung.
3. Strategi untuk mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan
sumber daya alam yangberbasis konservasi guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui :

a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti

pembangkit listrikmikro hidro, tenaga uap,
dan lain-lain;

surya, gelombang laut

Mengembangkan kegiatan konservasi yang bemilai lingkungan

dan sekaligus juga bernilaj sosial-ekonomi, seperti hutan

kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat;

C. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber
energi yang terbarui(renewable energy).

Perubahan Renstra Sulpo]m; (lml;unku‘zzl—l“(; ;()2;“~
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4 atrategi  untuk
Utarn Selatan, rnalnliul

perkembangan wilayah ,
W astinfi
a Mengembangkan intesraksl paawnsan iy prosninid
) ) 4 ninfi
perkembangan ekonomikawnaan dongan ["‘ll'.l"”""'"""' )

nasional,
b, Memantapkan rungsi PEL,
prigmeat

memantapkan watifagal

Kot Tapnn

c. Menetapkan dan
rornosivan §

i Wilayah Promosi (PKWIF?) yany chp
provinsi

’ NoTiaEs
Kegiate
untuk  melayani

kegiatan nkaln atauuatetiags

kabupaten/kota dan Pusat;
traansportan

d. Mendorong terbentuknya aksosibilitas  janngan
dalam rangka menunjangperkembangan

wilayah-wilayah yang t

wilaayah,
e. Meningkatkan akses yeiurm tresty ernissng

melalui pengcmbangnn/pcrnhangunun jaringan §
rintis kedaerah-dacr

alan Yanupstern,
!

propinsi dan pelayanan kapal pe ah tensoir

abupaten menuju Kepulauan Mentzawal

di Pantai Barat K
tensi surnberdaya alarm

strategi untuk meningkatkan pemanfaatan po

dan pengembanganwilayah
sektor perkebunan,
sata sesuai daya dukung wilayah, melalui’

pertanian, kehutanan dan perrebunzn
dengan

n

pernukiman rneslalisl
odan

pusat-pusat

pengolahan perternakan,pr:r'r;:m-’m

perikanan dan pariwi
a. Meningkatkan kegiatan

melalui pola intensifikasidan ekstensifikasi

tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
b. Meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dengan
melengkapi fasilitasperdagangan pusat koleksi distribusi dzn
jasa pendukung komoditas pertaniankawasan,
Meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa
perlengkapan saprodidan sarana pendukungnya;
d. Mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kazwasan

andalan antara lainpertanian, perkebunan, pertambangan,

industri, perikanan dan pariwisata;

Perubahan Renstra Sarpolpi)-(gﬁ Dam k:r‘ZOié -2021
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ustri pengelolaan hasil pertanian dan

Menetapkan kawasan ind
mengembangkan industri pengelolan yand ada

kelautan,
Mendorong untuk
untuk dapat lebihmaju;

Mengembangkan kawasan andalan sesual

dengan potensi

unggulan;

Memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya

dukung lingkungan.
yah melalui intensiﬁkasi

6. strategi untuk meningkatkan produktivitas wila
rtanian, perkebunan, dan kehutanan dengan

lahan danmodernisasi pe
pengelolaan yang ramahlingkungan, melalui
a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan

kehutanan melaluiintensifikasi lahan;
ahan non produktif secara lebih bermakna bagi

Memanfaatkan |
peningkatan kualitaslingkungan dan peningkatan pendapatan

perkebunan,

termasuk
terjadi

masyarakat;
sehingga

Meningkatkan pertanian,

perikanan, peternakan dankehutanan
peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik danbernilai

teknologi

ekonomi tinggi;
Menguatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan

sumber daya manusia dankelembagaan serta fasilitasi sertifikasi

yang dibutuhkan.

7. Strategi untuk meningkatkan sektor ekonomi sekunder dan tersier
berbasis pangan dankelautan sesuai keunggulan kawasan yang
bemilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasilguna, terpadu dan

ramah lingkungan, melalui :
Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai

a.
komoditas unggulankawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri

dan agribisnis);

bahan Renstra Satpolpp dan Damkar 2016 - 2021

Peru
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pengolahan sumber daya

penelitian dan
kekuatan utama

3] Mengembanahan

|-mll\mmns:nl\lngga menjadi

kelautan  dan

ekonomi masyarakat pesisir
a i Daya
an dan mendorong potensi Sumber Y

r daya alam, melalui :
pendidikan

R atrategi untuk meningkatk

Manuaia untukmengelola potensi aumbe
untuk

sarana  dan prasarana
ajar danmengajar;

ah berstanda

a Meningkatkan
menunjang kegiatan bel
b Mengembangan anokolah-sekol r Internasional.

an wisata Alam dan laut melalui

O atrategi untuk membangun kawas
pesisirn) sebagai kawasan

penetapan kawasanwisata alam dan bahari (
amah lingkungan, melalui :

ana dan parasarana wisata

unggulan, dikelola dengan r
an meningkatkan sar
tuhan wisatawan,

k dalam daerah maupun kel

a. Membangun d

lebih baik untukmenunjang kebu
uar

b. Meningkatan promosi wisata bai

daerah,
c. Mengembangkan potensi wisata yang belum terdata untuk
memperkaya objek wisata;

atkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana

d. Meningk
dan saranapen

dukung, pengelolaan objek wisata yang lebih

an yanglebih agresif dan efektif.
sarana wilayah yang
ka pewujudan

profesional serta pemasar

untuk membangun prasarana dan
an hak dasar dan dalam rang

g serta mitigasi bencana, melalui.
yang mampu

strategi
berkualitas untukpemenuh

tujuan penataan ruang yangberimban
Membangun prasarana dan sarana transportasi

a.
konomi kawasan secara signifikan dan

mendorong pertumbuhane
berimbang;

b. Membangun utilitas dan fasilitas so

memadai

permukiman;

sial secara proporsional dan

sesuaikebutuhan masyarakat pada setiap pusat
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ol hencana atau kawasan f
selatan

e, langsaor, banjin,

Menestaplean zona nligea
ol soluroh kescarmatandl

dengan mempersiapk

J.6 Penentuan lau Strategis
peran  strukiurn

Ifesnguiiatan
melek

i
masyarakal

penyelanggarai
kapasitias

[feninglkatan
torcapalnya ponegakan peraturan d

sasaran,
Paningkatan intensitas koordinasi dengan ing
kondusitas ketentraman

vartikal  dalam  menangani

ketertiban umuam

Poningkatan  Peran

bencana kebakaran,

gunan berbagal parangka

Kiabupaten

“n sarana an [lllli;Hf“Hil €

sosial dalam

yirg hukurm
i ketentraman dan kestertiban umurm,
sehingga

daya

sumber
acrah yang adil dan tepat

masyarakat

1 keras

seperil tsunami,

arbagal hencana alarm,
~arnan lainnya,

awan bencana

Pesisir

snunjang.

rangka mewujudkan

sehingga terwujudnya

aparatur

stansi teknis dan
dan

dalam penanggulanagan
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

angka Menengah

4.1 Tujuan dan Sasaran J
4.1.1. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misl serna {aktlor-1aklor
penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapat
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mangandung
nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan
ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan gatuan Polist
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisit Selatan
misi di atas Satuan Polisi

pPamong Praja
udkan visi dan melaksanakan
menetapkan tujuan yaitu
syarakat

3

Untuk mewuj
g Praja dan Pemadam Kebakaran
dan perlindungan mas

Pamon
Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum
Kabupaten Pesisir Selatan

terdiri dari :

Terwujudnya kepastian hukum daerah di
Terwujudnya dalam kehidupan
Kabupaten Pesisir Selatan

manan lingkungan di Kabupaten
dupan yang agamais di Kabupate

a.
b.

keamanan

c. Terwujudnya kenya
d. Terwujudnya suasana kehi

Selatan
Terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas

Polisi Pamong Praja dan Pemada

Indikator Tujuan Satuan
adalah Indeks Kepuasan Masyarakat t
m Kebakaran

Ketertiban Umum dan Pemada

permasyarakat di

Pesisir Selatan
n Pesisir

m Kebakaran

erhadap Ketentraman dan

perubahan Renstra Satpolpp dan Damkar 2016 - 2021
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4.1.2. Sasaran
Dari Visi, Misi dan Tujuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam di
akan diwujudkan selama kurun 5 tahun

waktu

atas, maka sasaran yang

kedepan.
~ Sasaran

1. Menurunkan gangguan trantibum
elamatan kebakaran

2. Pencegahan dan peny

» Indikator sasaran

a. Persentase penu
b. Persentase Pencegahan dan Penyelamatan

runan gangguan trantibum

an Jangka Menengah Daerah Kabupaten
i, misi dan program

da tingkat satuan

Rencana Pembangun
6-2021 merupakan penjabaran vis
enjabaran pa
rategis lima tahunan dengan

Pesisir Selatan 201
paten Pesisir Selatan terpilin. P

Bupati kabu
is OPD dijabarkan dalam rencana st

tekn

kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pema
instansi vertikal dan masyarakat perkewajiban melaksanakan p

teknis,

dam Kebakaran, OPD

rogram

gan sebaik-baiknya;

pada rencana strategis ini den
b. Satuan Polisi Pamong Praja d
menyusun rencana kerja tahuna

an Pemadam Kebakaran pberkewajiban

n sesuai dengan penjabaran prog
n dalam matrk renstra Satuan

ram

dan kegiatan yang telah dituangka
mong Praja dan Pemadam Kebakaran;

ong Praja dan Pemadam Kebaka
menjabarkan Visi, misi Bupati
RPJMD Provinsi dan renstra

Polisi Pa
c. Satuan Polisi Pam
menyusun Renstra yang
terpilih dengan memperhatikan

ran berkewajiban
dan \Wakil

Bupati
Kementerian Dalam Negeri;

pamong Praja dan
ar operasional prosedural pelaks

d. Satuan Polisi Pemadam Kebakaran

mempersiapkan stand anaan kegiatan

perubahan Renstra Satpolpp danbamkar 2016- 2021
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BAB V

STRATEG! DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebjakan merupakan numusan oY
P

komprehensif tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong

Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan melakukan u

apycananty

raja Jdan

paya untuk

mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sena target kinena dalam p\‘\\\‘\‘\‘

lima tahun dengan efektif dan efisien untuk Mmewujudkan amanat REIND

Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021.
dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra

dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut *

Tabel T-C. 26

Strategi dan arah kebiakan

Satuan Polist Famong Prajn

Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Satuan Polisi Pamong
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 — 2021

[ Visi: Terwujudya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unaaul, Agamais dan |

Praja dan Pemadam Kebakaran

\

/ Sejahtera \
Misi 1 - Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan
| responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
| " Tujuan ;/SJaﬂsa'r‘a}i'” Strategi Arah Kebijakan
1. Tersedianya P Sarana dan | Melakukan ~ Peningkatan Sarana
sarana, prasarana | prasarana *1 pengadaan dan Prasarana Satpol
dan personil Satpol representatif }sarana dan PP dan Damkar
PP dan Damkar | dalam :’;‘prasarana
yang ideal sesuai | menjalankan %pendukung
dengan tipologi | tugas pokok dan ‘\~ yang
wilayah. fungsinya | dubutuhkan
\ dalam
\ menjalankan
| o
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| S lerwujudnya INtantitan
|
|
[ Kemampuan kuiealitan
|

| pernonil dalam

|
| penegakan

{

/"(’I.’l(lll.‘lll

| dan Paoraturan

/ Kopala Daorah
| 3.

Daorah

lerpenuhinya

Kuantitas
/l\vnmmpuun

kualitan

paoraonil dalam | personil

penanganan

Kebakaran

Pomadam
dan
proteksi kebakaran.

Kebakaran

4. Meminimalisir | Mewujudkan

potensi kerugian

akibat

mitigasi
masyarakat kebakaran yang

kebakaran. handal,

dini,
dan
komprehensif.

‘Misi 5 :'Meningkatkan peran struktur

dan
felereal
parsonll ol 11

dan

Idoal

[NIEEH okl

lan funysl
tiatpol 1 dan
[RETRTINET]

Maolal il Praninghkatan Jurnlaby

porelkiutan lian ||n|m-m| !,nhml P dan |

nolalonl |uv|nnn|| [ I N )
"ol e

dan PPPNG

itk

Malakulkan Poninglatan jurmtah

porokrutan parsonil Pamadam

dan  asoloknsl Kabnkaran

porsonil
Pamadam

Kabakaran

Penambahan 1. Maeningkatan

pos pemadam

kebakaran

cangkupan pelayanan

kebakaran

\
sosial dalam rangka mengurangi tingkat \

kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang \\
" Tujuan | Sasaran Strategi | Kebijakan \
1. Terlaksananya Operasi Melaksanakan ‘\ , ,
o . | Pengendalian \
sosialisasi, penegakan operasi x , . \
) | Intensitas operasi \
/ pembinaan dan Perda dan | Penegakan \ )
; o | Wilayah dan Patroli |
| operasi wilayah Perkada. Perda dan | \
. | rutin., .
| serta patroli rutin Perkada. \
L o - \
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| sesuai dengan | Patroli rutin
f kondisifitas

|
| ketentraman

ketertiban

standar beriaku.

|

| dan
umum di

j wilayah Pessel.

[ 2. Masyarakat

| Satlinmas  sebagai nagari yang

| motor peduli

organisasi
ketentraman

ketertiban

;"‘ sosial yang dapat

aktif | dan

f: berperan

f dalam serta

umum
, penyelenggaraan penanganan
|

| ketentraman

f ketertiban

|

dan | kebakaran.
umum
serta penanganan

| kebakaran

Melaksanakan

operasi rutin.
|

Memberdayaka
n masyarakat se

Peningkatan peran

rta masyarakat

untuk peduli
terhadap
kondusifitas
ketentraman
ketertiban

serta

dan
umum
penaganan

kebakaran di

nagari
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Secara lengkap indikator kinerja Kabupaten Pesis:

R
s dinat s

mengacu pada RPJMD sebagaimana yang dagt
C .28 sebagai berikut :
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\ndikator Kinerja paerah Satu i
Mengacy pada tujuan

BSPEKF oxcw,w—ovzo cxcwv.z_

TUrusan Ket
| ss .,c:;: ete

perhindun

| 612 |

NDIKATOR KINERJA vm3m>zocz>z
DAERAH

No
! 2 “
ntraman, Ketertiban Umum, dan

an Mas arakat
| mah Poks Pamond Praja per 10 000
\ \ X
I .
,nw-‘.vu‘_ o - e EEEEE
2 kali sehari
H @ wO\Q

7.54

18.26 1826 20.00
068 0.70 075
e
7115 7358 7063
v8
s 20 99

Mei 2019
q I

dan Damkar
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